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Abstract 

The purpose of he did this study is to find how arrangement the government in terms of 

implement land availability for the public interest in accordance with the act no 2 2012 and how 

the right of people who lands are affected by land availability for the public interest. This study 

using research yudiris normative and it can be concluded: 1 . 2 year law no. 2012 have binding 

legal force .But in practice there are still weakly , among other: too wide a public interest , a 

form of compensation to the owners of the land done by the government .2 .Regulation which 

control land availability for common interests does not guarantee the land rights have a better 

life from a year earlier .This is the result of compensation only take into account the physical 

loss is: land , building , and crop is up here .Non physical loss related to sociological , 

psychological , aksebilitas may not be regulated by the law. 

Keywords: Land Procurement , compansation, public interest 

  

Abstrak 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan pemerintah dalam hal 

penerapan ketersediaan lahan untuk kepentingan publik sesuai dengan UU No. 2 2012 dan 

bagaimana hak masyarakat yang dipengaruhi oleh ketersediaan lahan untuk kepentingan publik. 

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dan dapat disimpulkan: 1. 2 tahun UU 

No. 2012 memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Namun dalam praktiknya masih ada yang 

lemah, antara lain: kepentingan publik terlalu luas, suatu bentuk kompensasi kepada pemilik 

tanah yang dilakukan oleh pemerintah. 2. Peraturan yang mengatur ketersediaan lahan untuk 

kepentingan bersama tidak menjamin hak atas tanah memiliki kehidupan yang lebih baik dari 

tahun sebelumnya. Ini adalah hasil kompensasi hanya memperhitungkan kerugian fisik adalah: 

tanah, bangunan, dan tanaman di sini. Kerugian non fisik terkait sosiologis, psikologis, 

aksesibilitas mungkin tidak diatur oleh hukum. 

Katakunci: Pengadaan Tanah, kompensasi, kepentingan umum. 

 

I. PENDAHULUAN 

anah adalah permukaanKbumi, yang 

dalam penggunaannya meliputi juga 

sebagian tubuh bumi yang ada 

dibawahnya dan sebagian dari ruang yang ada 

diatasnya, dengan pembatasanFdalam pasal 4, 

yaitu sekedar diperlukan untuk kepentingan 

yang langsung berhubungan dengan penggu-

naan tanah yang bersangkutan, dalam batas-T 
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batas menurut UUPAFdanFperaturan-peratu-

ran lain yang lebih tinggi. 

Tanah merupakan faktor utama pendu-

kungFkehidupanFdanFkesejahteraanFbagiFm

asyarakat, sehinggaFkonsepFhakFkepemilikan 

menentukan susunanFkehidupan dalam suatu 

negara. Pengertian tanah dalam penjelasan 

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang No 5 Tahun 

1960 adalah permukaanFbumi, berarti hak 

atas tanahFadalah hak yang dapat dibebankan 

diatas permukaan bumi. Dalam hubungan 

manusiaFatauFbadanFhukumFdengan tanah 

memunculkan hak privat bagi manusia atau 

badan hukum itu sendiri dan tercakup dalam 

lingkup hukum keperdataan. 

Fungsi tanah tidak hanya berbatas pada 

sarana produksi sosial, politik, budaya, tertapi 

juga menyangkut nilai dan bermakna religius. 

Dalam pelaksanaan pembangunan sering me-

lupakan tujuan kesejahteraan dan kepentingan 

masyarakat, seperti kebijakan pembangunan di 

bidang pertanahan pada masa orde baru, 

sering menyampingkan hak-hak rakyat yang 

dikendalikan dengan memfasilitasi kepenti-

ngan badan usaha skala besar. Tanah sebagai 

unsur ruang yang strategis merupakan kebutu-

han pokok yang menyangkut hajat hidup 

orang banyak dan menjadi wahana kegiatan 

manusia, oleh karena itu tanah mempunyai 

sifat yang multi-dimensi, yaitu fisik, ekonomi, 

sosial budaya dan pertanahan keamanan.J 

DenganFdemikian, tanah mempunyai 

peran yang sangat strategis, sehingga pengelo-

laannyaFharusFdapatFmenjaminFterselenggar

anyaFpembangunanFyangFberkesinambungan 

guna mencapai cita-cita nasional “tanah untuk 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” seba-

gaimanaFdimaksudFdalamFUndang-Undang 

Dasar 1945. MasalahFpertanahan disebabkan 

oleh kebutuhanFakan tanah yang terus me-

ningkat, sedangkanFluas tanah yang tersedia 

relatif terbatasFdan sebagian besar telah 

dikuasaiFdan dimiliki oleh berbagai bentuk 

hubungan hukum. Tanah yang dibutuhkan 

dalam pembangunan kini pada umumnya telah 

dimiliki dan dikuasai oleh masyarakat, sehing-

ga pada kenyataannya tidak ada tanah yang 

sama sekali bebas dari penguasaan masya-

rakat, badan hukum maupun Instansi Peme-

rintah. 

PihakFyangFmemerlukanFatauFmenggu

nakanFtanahFdalam prakteknya harus terlebih 

dahulu menguasai hak atas tanah tersebut 

sebelumnya. Bahkan Negara atau Pemerintah 

apabila akan membangun untuk kepentingan 

umum diatas Tanah Negara sekalipun dalam 

prakteknya harus terlebih dahulu menguasai 

tanah tersebut dengan cara membebaskan dari 
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penggarap atau yangFmenguasainya, karena 

itu kebijakan pertanahan dalam pemanfaatan 

atau penggunaan tanah harus mampu mendo-

rong pemertaan pembangunan. Upaya terse-

but untuk mengatasi kondisi yang akan terjadi 

pada era globalisasi, aspek ketergantungan 

akan mewarnai kehidupan antar golongan 

dalam masyarakat. Dalam kondisi semacam 

ini persaingan dalam pemanfaatan tanah akan 

semakin meningkat. 

Seiring dengan meningkatnya segala 

aktifitas pembangunanifisik yang dilakukan 

oleh pemerintah, swasta maupun perorangan, 

semakin banyak tanah yang dibutuhkan, disisi 

lain tersedianya tanah untuk memenuhi kebu-

tuhan tersebut relatif tetap atau terbatas diban-

ding dengan pertumbuhan penduduk yang be-

gitu cepat, sehingga menuntut tersedianya 

tanah untuk bermukim, tempat bekerja serta 

sarana dan prasarana lainnya, yang ke semua-

nya membutuhkan tersedianya tanah iuntuk 

pembangunan tersebut, akan tetap tanah yang 

dibutuhkan dalam pembangunan kini pada 

umumnya telat dimiliki dan dikuasai oleh ma-

syarakat, sehingga pada kenyataannya tidak 

ada tanah yang sama sekali bebas dari pengua-

saan oleh masyarakat. 

 

 

II. KAJIAN TEORI 

Pasal i33 iUUD i1945 isebagai iketen-

tuan idasar i“Hak iMenguasai iOleh iNegara” 

mengatur imengenai idasar isistem perekono-

mian idan ikegiatan iperekonomian yang dike-

hendaki idalam inegara iindonesia, itetapi pa-

sal i33 ibukan isebagai isesuatu iyang iberdiri 

sendiri, inamun iberkaitan idengan kesejahte-

raan idan ikeadilan isosial. iBerdasarkan pe-

mikiran itersebut, imaka imemahami ipasal 33 

UUD i1945 itidak iterlepas idari idasar pemi-

kiran tentang ikesejahteraan idan ikeadilan 

sosial bagi iseluruh irakyat. iAtas idasar iitu, 

tujuan hak menguasai ioleh inegara iatas sum-

ber daya alam ikhususnya iTanah iialah keadi-

lan isosial idan isebesar-besarnya kemakmu-

ran irakyat. iTanah isebagai ifaktor produksi 

yang utama dalam masyarakat Indonesia, 

haruslah diletakan dibawah kekuasaan negara. 

Tanah itidak iboleh menjadiFalatFkekuasaan 

negara. Tanah tidak boleh menjadi alat kekua-

saan perseorangan untuk menindas dan meme-

rasFhidupForang ilain. 

Memahami ipasal i33 iUUD i1945 tidak 

terlepas dari dasar pemikiran tentang kesejah-

teraan dan ikeadilan isosial ibagi iseluruh 

rakyat iIndonesia. iAtas idasar iitu, itujuan hak 

menguasai ioleh inegara iatas isumber idaya 

alam ikhususnya iTanah iialah ikeadilan iso-
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sial dan isebesar-besarnya ikemakmuran rak-

yat. Tanah sebagai faktor produksi yang utama 

dalam imasyarakat iIndonesia, iharuslah dile-

takan dibawah kekuasaan inegara. iTanah ti-

dak iboleh imenjadi ialat ikekuasaan perseo-

rangan iuntuk imenindas idan imemeras hidup 

orang ilain. 

Hak imenguasai idaripada iNegara ise-

suai iketentuan iPasal i2 iAyat i(2) iUUPA 

imelahirkan iHak iPrivat iatau iPerdata iseba-

gaimana iPasal i16 iUUPA, isedangkan ihubu-

ngan Negara dengan tanah melahirkan kewe-

nangan iNegara iyang ibersifat iumum iuntuk 

mengatur, imengurus idan imengendalikan 

hak-hak iprivat idari imanusia iatau ibadan 

hukum itersebut, idan ikajiannya itercakup da-

lam ilingkup ihukum ipublik. iPenggunaan ta-

nah iuntuk ikepentingan iumum itidak meng-

haruskan tanah idimiliki ioleh iNegara. Menu-

rut iVon iJhering, iselain ibenda itermasuk 

tanah, yang benar-benar dipergunakan bagi 

kepentingan Negara (bangunan iuntuk instan-

si) iyang idapat idimiliki iNegara, ibenda dilu-

ar itu itidak idapat idimiliki iNegara. iJalan ja-

lan umum itidak idapat idisebut imilik Negara. 

Jika imerujuk ikepada ipembagian ires ipublic, 

yang itidak idiperuntukan ibagi ikepentingan 

umum. 

Pada iasasnya iapabila ipenguasa 

iataupun ipengusaha/kalangan ibisnis imemer-

lukan itanah iuntuk ikeperluan iapapun, imaka 

cara iuntuk imemperoleh itanah iyang idiper-

lukan harus imelalui ijalan imusyawarah ianta-

ra ipihak iyang imemerlukan itanah i idengan 

pemegang ihak iatas itanah ihingga idicapai 

suatu ikata isepakat iantara ikedua ibelah 

pihak. 

Hak imilik iumum idapat idiartikan ise 

bagai ibagian ihak imilik ibangsa iIndonesia 

yang ikepunyaan, iperuntukan idan ipenggu 

nannya iditujukan ikepada ikepentingan bersa-

ma ibangsa idan ipengelolaannyan iditangan 

Negara. iObjek ikepentingan iumum iterdiri 

dari itanah-tanah iyang idiperuntukan ibagi 

kepentingan iBadan iHukum iumum idan ke-

pentingan iumum. iTerhadap ihak imilik untuk 

kepentingan iumum itidak idapat diadakan 

perjanjian iperbuatan ihukum apapun iben-

tuknya i(dijual, idisewakan ataupun dialih-

kan). iF 

Istilah iPengadaan iTanah imenjadi 

iterkenal isetelah iditerbitkan iKeputusan iPre-

siden iNomor i55 iTahun i1993 itentang iPe-

ngadaan iTanah iBagi iPelaksanaan Pemba-

ngunan iUntuk iKepentingan iUmum. Istilah 

pengadaan itanah ijuga idipakai idalam Pera-

turan iPresiden iNomor i36 iTahun i2005 idan 
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iPeraturan iPresiden iNomor i65 iTahun 

i2006, iserta idalam iUndang-undang iNo. i2 

iTahun i2012. 

Istilah pengadaanFtanah iini imerupakan 

penggantiFdari iistilah i“pembebasan itanah” 

yang idipakai idalam iPeraturan iMenteri Da-

lam iNegeriFmendapat itanggapan inegatif 

oleh imasyarakat idan ipegiat ihukum pertana-

han i(hukum iagrarian) isehubungan dengan 

banyaknya permasalahanFyangFditimbulkan 

dalamFpelaksanaannya, isekaligus ibermaksud 

untuk imenampung iaspirasi iberbagai kala-

ngan dalam masyarakat sebagai reaksi 

terhadap dampak negatif dari pembebasan 

tanah yang terjadi. 

Pada ipenjelasan iumum iUndang-Un-

dang iRepublik iIndonesia iNo i2 iTahun 2012 

itentang iPengadaanFTanahFBagi Pem-

bangunan iUntuk Kepentingan Umumkadalah 

dalam irangka mewujudkan imasyarakat iyang 

adil, makmur, idan isejahtera iberdasarkan 

Pancasila idan iUndang-Undang iDasar Repu-

blik iIndonesia iTahun i1945, pemerintah per-

lu imenyelenggarakan ipembangunan. 

III. METODE PENELITIAN 

DikutipFdalam buku Peter Mahmud, 

“Penelitian hukum merupakan suatu proses 

untuk dapat menemukan aturan hukum, prin-

sip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin 

hukum agar dapat menjawab isu hukum yang 

dihadapi”. Metode penelitian hukum merupa-

kan caraVkerja para ilmuan yang ditandai 

dengan menggunakan suatu metode. Secara 

harfiah awalnya metode dijelaskan seba-gai 

suatu jalan yang harus ditempuh selama pene-

litian itu berlangsung berdasarkan suatu renca-

na tertentu. Metode penelitianFhukum adalah 

suatu cara yang sistematis dalam membuat 

sebuah penelitian. Soerjono Soekanto menje-

laskan bahwa “Penelitian hukum dapat diarti-

kan sebagai suatu kegiatan yang ilmiah, dan 

didasarkan pada sebuahFmetode, sistematika 

serta pemikiran tertentu, denganFmaksud un-

tuk mempelajari satu atau beberapa gejala 

hukum yang timbul, dengan cara mengana-

lisanya”. 

IV. HASIL PENELITIAN 

1. Alasan Pengadaan Tanah Untuk 

Kepentingan Umum 

Tanah imerupakan imodal idasar ipem-

bangunan, ihampir itidak iada ikegiatan pem-

bangunan iyang itidak imemerlukan itanah. 

Oleh ikarena iitu itanah imemegang iperanan 

yang isangat ipenting, ibahkan imenentukan 

berhasil itidaknya isuatu pembangunan. Kegi-

atan pembangunan yang dilaksanakan disegala 

bidang kehidupan terutama untuk kepentingan 

umum iselalu imembutuhkan itanah sebagai 
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wadah iuntuk diletakkannya ipembangunan 

tersebut. 

Dalam iUndang-Undang iNomor i26 

iTahun i2007 iTentang iPenataan iRuang 

imenyebutkanFbahwa i“ruang iwilayah 

iNegara ikesatuan iRepublik iIndonesia 

iyangimerupakannegaraFkepulauanFberciri 

nusantara, baik isebagai ikesatuan iwadah 

yang imeliputi iruang idarat, iruang ilaut idan 

ruang iudara, itermasuk iruang ididalam bumi, 

maupun isebagai isumber idaya, iperlu diting-

katkan upaya pengelolaannya secara bijaksa-

na, berdayaiguna, danFberhasilFguna dengan 

berpedomanpadaikaidahipenataanFruangsehin

ggakualitasFruangFwilayah inasional idapat 

terjaga ikeberlanjutannya. 

Menurut iBudihardjo, ipenyusunan ren-

cana itataFruang iharus idilandasi ipemikiran 

perspektif imenuju ikeadaan ipadaFmasa de-

pan iyang ididambakan, ibertitikFtolak idari 

data, iinformasi, iilmu ipengetahuan idan tek-

nologi iyang idapat idipakai, iserta memperha-

tikan ikeragaman iwawasan kegiatan itiap 

sektor. 

DalamFpengadaan itanah iharuslah idi-

lakukan ipencabutan ihak iatas itanah, peratu-

ran ipencabutan ihak iatas itanah iyang dida-

sarkan ipada iketentuan iPasal i18 iUUPA ya-

ng iberisikan: iuntuk ikepentingan iumum, ter-

masuk kepentinganFnegara, ikepentingan ber-

sama, ihak-hak iatas itanah iyang idicabut, 

memberiFgantiFkerugian iyang ilayak idan 

menurut icara iyang idiatur idengan iundang-

undang, ihal iini iyang imenjadi isalah isatu 

kepentingan idikeluarkannya iUndang Undang 

Nomor i20 iTahun i1961 i itentang Pencabu-

tan iHak-Hak iTanah idan iBenda Benda yang 

Ada iDiatasnya. 

Berkaitan dengan ketentuan diatas, 

maka ipolitik ihukum idalam ipembentukan 

undang-undang tersebut iadalah iuntuk melak-

sanakan iketentuan iPasal i18 iUUPA, iyakni 

pencabutan ihak-hak iatas itanah idan ibenda-

benda iyang iada idiatasnya idalam irangka 

melaksanakan iusaha-usaha ipembangunan 

Negara. iSelain iitu imerujuk ipada iPasal i1 

UU iNo, i20 iTahun i1961 imenjadiFpenjelas 

akan tujuan dariFpembentukannya iyang anta-

ra ilain iuntuk ikepentingan iumum, itermasuk 

kepentingan ibangsa idan inegara iserta kepen-

tingan irakyat. 

BerdasarkanFUndang-Undang iNomor 

20 iTahun i1961 ipada iprinsipnya imenganut 

asasnya ijika idiperlukan idan/atau ibenda 

lainnya ikepunyaan iorang ilain idapat dipero-

leh idengan ilandasan iadanya ipersetujuan 

dari iyang ipunya itanah itersebut, icontohnya 

jual ibeli, itukar imenukar idan ilain sebagai-
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nya. iPada ipraktiknya itidak isemua iberjalan 

dengan imulus iatau itanpaFkonflik, melain-

kan iada ikonflik iketika ipengadaan itanah 

untuk pembangunan bagi kepentingan umum, 

misalnya iketentuan iharga yang tidak disepa-

kati, teknik ipembayaran iyang itidak trans-

paran, istatus itanah idan ilain isebagainya. 

Dalam isetiap ikegiatan ipembangunan 

ipasti imemerlukan itanah isebagai iwadahnya. 

iPembangunanFtersebut tidak akan imenemui 

masalah iapabila ipersediaan itanah imasih 

luas. iNamun, iyang imenjadi ipermasalahan 

adalah iTanah iyang imerupakanFsumber daya 

alam ibersifat iterbatas, idanFtidakFbisa ber-

tambah iluas isecara isendirinya idan itanah 

negara isudah isangat iterbatas ipersediaannya. 

Peningkatan ipenggunaan itanahFuntuk keper-

luaniberbagaiimacamFpembangunan semakin 

meningkat, isedangkan imenurut Sudaryo Soi-

min dalam ibukunya iyang iberjudul iStatus 

Hak idan iPembebasan iTanah imengatakan 

bahwa, “Tanah negara yang tersedia untuk 

memenuhi ikebutuhan itersebut isudah isangat 

terbatas isekali iatau itidak iada ilagi.  

Dalam kegiatan pembangunan iterdapat 

2 i(dua) ikegiatan ipenting iyang iharus 

dilakukan iyaituFkegiatanFpengadaan itanah 

dan ikegiatan iproyek ipembangunan iitu sen-

diri. Pengadaan tanah adalah kegiatan menye-

diakan tanah dengan cara memberi ganti keru-

gian yang ilayak idan iadil ikepada ipihak 

yang berhak sebagaimana pada Pasal 1 Ayat 2 

Undang-Undang iNomor i2 iTahun 2012 

tentang iPengadaan iTanah Bagi Pembangu-

nan Untuk iKepentingan iUmum. iPerlu diper-

tegas ibahwa ikegiatan ipengadaan itanah da-

lam hal ini sifatnya khusus, artinya khusus 

ditunjukan kepada kepentingan umum. Dalam 

iPasal i1 iAyat i6 iUndang-Undang iNomor i2 

iTahun 2012 sudah dijelaskan bahwa kepenti-

ngan umum adalah kepentingan ibangsa, 

negara, dan masyarakat yang harus diwujud-

kan oleh ipemerintahFdan idigunakan sebesar-

besarnya iuntuk ikemakmuran iraykat. 

Peningkatan ipenggunaan itanah iuntuk 

keperluan berbagai macam pembangunan se-

makin meningkat, sedangkan menurut Sudar-

yo Soimin dalam bukunya iyang berjudul Sta-

tus iHak idan iPembebasan Tanah mengatakan 

bahwa, i“Tanah inegara iyang tersedia iuntuk 

memenuhi ikebutuhan tersebut isudah isangat 

terbatas isekali iatau tidak iada ilagi. 

Pembangunan imerupakan isarangkaian 

usaha iyangFmeliputi iseluruh ikehidupan 

masyarakat, ibangsa, idan inegara iuntuk 

mewujudkan itujuanFpembangunan itersebut. 

Hal iitu isesuaiFdengan iPembukaan iUUD 
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1945 iyaituFmelindungi isegenap ibangsa, dan 

iseluruh itumpah idarah iIndonesia. 

Selain iitu ijuga imewujudkan kesejah-

teraan iumum, imencerdaskan kehidupan 

bangsa, iserta iikut imelaksanakan ketertiban 

dunia iyang iberdasarkan kemerdekaan, 

perdamaian iabadi, idan keadilan isosial. 

PrinsipFdasar ipembangunan iini iuntuk 

mencapai kesejahteraan sosial, menurut Fried-

lander, ikesejahteraan isosial imerupakan sis-

tem iyangFterorganisir idari ipelayanan-pela-

yanan idan ilembaga-lembaga isosial, yang 

dimaksudkan iuntuk imembantu iindividu 

individu idan ikelompok-kelompok iagar 

mencapai itinggatFhidup idan ikesehatan yang 

memuaskan,dan ihubungan ipersonal sosial 

yang imemberiFkesempatan ikepada imereka 

untuk imengembangkan iseluruh kemampuan-

nya idan iuntuk imeningkatkan kesejahteraan-

nya sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan kelu-

arga idan imasyarakatnya. 

Lebih ilanjut ikesejahteraan imenurut 

Segal idan iBrzuzyFyang imenyatakan kese-

jahteraan isosial iadalah ikondisi sejahtera dari 

suatu imaysrakat. iKesejahteraan isosial meli-

puti ikesehatan, ikeadaan iekonomi, kebahagi-

aan idan ikualitas ihidup irakyat. 

Definisi ikesejahteraan isosial idiatas 

imerupakan ikesejahteraan isebagai isuatu ike-

adaan, ipembangunan iini idilihat idari isudut 

pandangFmasyarakat iyang itidak imemiliki 

tanah idisekitaran ipembangunanFtersebut ten-

tu imendapat isebuah ikesejahteraan idalam 

arti imereka ibisa imenikmati ihasil iyang di-

buat/dibangunFolehFpemerintah isetempat. 

Namun idisisi ilain ijika idilihat idari 

sudut ipandang iwarga iyang itinggal ididae-

rah ibantaran ikaliFciliwung itersebut, teruta-

ma iyang imemiliki isertifikat ihak milik, ten-

tunya ikesejahteraan ibelum sepenuhnyaFbisa 

mereka irasakan, ikarena yang iterjadi 

dilapangan sering kali adanya penggusu-

ranFpaksa idan imemberikan iganti ikerugian 

yang ihanya diperhitungkan dari sisi tanah 

danFtanamannya isaja itanpa imenghitung sisi 

inon imaterialnya. 

Dalam ipelaksanaan ipembangunan iini 

turut imelibatkan isegala iaspek ikehidupan 

bangsa, iseperti iaspek ipolitik, iekonomi, 

sosial ibudaya, idan ipertahananFkeamanan 

secara iberencana, imenyeluruh, iterarah, ter-

padu, ibertahap idanFberkelanjutan. Tujuan-

nya iuntuk imemacu ipeningkatan kemampuan 

nasional idalam irangka iuntuk mewujud-

kanFkehidupan iyang isejajar idanFsederajat 

denganFbangsa ilain iyangFlebihFmaju. iF 

Pada itahun i2012 iPresiden iDr. iH. 

Susilo iBambang iYudhoyono imengesahkan 
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Undang-Undang iNomor i2 iTahun i2012 

tentang iPengadaan iTanah iBagi iPembangu-

nan iuntuk iKepentingan iUmum imulai ber-

laku idan idi iundangkan ioleh iAmir Syamsu-

din, iMenkumham iRI idalam Lembaran Ne-

gara iRepublikFIndonesia Tahun i2012 No-

mor i22 idan iPenjelasan atas Undang-Undang 

Nomor i2 iTahun i2012 ike dalamFTambahan 

Lembaran iNegara Republik iIndonesia No-

mor i5280 ipada tanggal i14 iJanuari i2012 idi 

Jakarta. 

Alasan idibuatnya iUndang-Undang 

Nomor i2 iTahun i2012 iadalah iguna mewu-

judkanFmasyarakat iyang iadil, makmur, idan 

sejahtera iberdasarkan Pancasila idan Undang 

Undang iDasar Negara iRepublik iIndonesia 

Tahun 1945Fdalam ihal ipelaksanaan pemba-

ngunan. Pembangunan iuntuk kepentingan 

umum diperlukan itanah iyang pengadaannya 

dilaksanakan idengan mengedepankan prinsip 

kemanusiaan, demokratis idan iadil. 

Dalam ipasal i2 iUU iNomor i2 iTahun 

2012 itentang ipengadaan itanah iberbunyi, 

bahwa i“PengadaanFTanah iuntuk kepenti-

ngan iumum idilaksanakan berdasarkan iasas 

dan itujuan iyaitu berprinsip ikemanusiaan, 

keadilan, kemanfaatan, ikepastian, keterbu-

kaan, kesepakatan, ikeikutsertaan, kesejahtera-

an, keberlanjutan idan ikeselarasan. 

Dan ijuga ipada ipasal i3 iUU iNomor i2 

Tahun i2012, idinyatakan ibahwa: “pengadaan 

tanah iuntukFkepentinganFumum bertujuan 

menyediakan tanah bagi pelaksanaan pemba-

ngunan guna imeningkatkan ikesejahteraan 

dan kemakmuran ibangsa, inegara idan ma-

syarakat idengan itetap iterjamin kepentingan 

hukum ipihak iyang iberhak”. 

Berdasarkan iuraian idiatas imenurut 

penulis alasan dibuatnya Undang-Undang pe-

ngadaan itanah iini idalamFprakteknya masih 

belum isesuaiFdenganFprinsip idasar dibuat-

nya iUndang-Undang iini iyaitu iuntuk mewu-

judkan imasyarakat iyang iadil, makmurFdan 

sejahtera ikarenaFyang merasakan kesejahte-

raan itersebut ihanya masyarakat iyang 

menikmati ipembangunan tersebut, ikesejah-

teraan masih belum sepenuhnyaFterasa ba-

giFpemilik ihak iatas tanahFyang itinggal di 

daerah itempat pembangunan itersebut. 

2. Perlingdungan iterhadap ipemilik ihak iatas 

itanah iakibat ipembangunan iuntuk 

ikepentingan iumum. 

Pada idasarnya ihukum idibuat iuntuk 

memberi ikenyamanan, iketentraman, kesela-

matan idan iperlindungan ibagi isetiap warga 

negara, itermasuk iuntuk imemberi rambu-

rambu iatau ibatasan ibaik iperbuatan atau 

tindakan sebagai wargaFnegara maupun 

sebagaiFpenyelenggara ipemerintahan. iUntuk 
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iitu ihukum iyang idibuatFharus iberisi inilai-

nilai imulia isepertiFnilai iketuhanan, ietika, 

imoral, isopan isantun, idan ilain isebagainya, 

iagar tujuan idiatas iitu ibenar-benarFmemberi 

ipelayanan iterbaiknyaFbagi semua ilapisan 

imasyarakat. 

Dalam imencapai itujuan isebagaimana 

diatas, isetiap iproduk iperaturanFperundang-

undangan iyang idibentuk iharus imemenuhi 

syarat-syarat itertentu iyang imenjadi iukuran 

umum idan ikhusus idari isetiap pembangunan 

hukum iatau iperaturan iperundang-undangan. 

Ukuran iumum ipada idasarnya idapat 

melihat iberbagai ipandangan, ipendapat iahli 

termasukFkonsep-konsep ihukum iyang 

berlaku isecara iumum. iAdapun iukuran 

khusus idapat idilihat imengenai ibagaimana 

dan itentang iapa iperaturan iyang iakan di-

bentuk. Karena masing-masing peraturan pe-

rundang-undangan iyang idibentuk memiliki 

karakterFdan iruanglingkup iyang berbeda 

antara iyang isatu idengan iyang lainnya. 

Menurut iM. iSolly iLubis isuatu peraturan 

perundang-undangan iyang ibaik sekarang 

kurangnya iharus imemiliki itiga landasan, 

yaitu ilandasan ifilosofis, ilandasan sosiologis, 

dan ilandasan iyuridis. iMeskipun demikian, 

ada iyang imenambahkan idengan landasan 

teknik iperancangan idan ilandasan politis. 

Hukum iitus imelindungi ikepentingan 

seseorang idengan icara imengalokasikan sua-

tu ikekuasaaan ikepadanya iuntuk bertindak 

dalam irangka ikepentingan tersebut. Pengalo-

kasian ikekuasaan iitu dilakukan secara 

terukur, idalam iarti ditentukan keluasan idan 

kedalamannya. Kekuasaan yangFdemikian 

itulah iyang disebut isebagai hak. iCiri-ciri 

yang imelekat pada ihak menurut hukum 

seperti iyang dikemukakan oleh iFitzgerald 

dalam Satjipto Rahardjo yaitu ihak iitu 

diletakkan kepada seseorang yang idisebut 

sebagai ipemilik atau isubjek dari ihak iitu. iIa 

juga idisebut sebagai iorang yang imemiliki 

identitas iatas barang iyang menjadi isasaran 

dari ihak. HakFitu itertuju kepada iorang ilain, 

yaitu yang imenjadi pemegang ikewajiban. 

Antara hak danFkewajibanterdapat ihubungan 

korelatid. HakFyang iada ipadaFseseorang ini 

mewajibkan ipihak ilain iuntuk imelakukan 

(commission) atau tidak melakukan (omission) 

suatu iperbuatan. IniFbisaFdisebut sebagai iisi 

dari hak. Commision iatau omission menyang-

kut isesuatuFyang bisaFdisebut sebagai obyek 

idari ihak. Setiap hakFmenurut hukum 

imempunyai ititel, yaituFsuatu peristiwa 

itertentu iyang imenjadi alasan melekatnya 

ihak iitu ipada pemiliknya. 
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ImplikasiFhukumFdari itanggung ijawab 

negara idalam iupaya imewujudkan perlindu-

ngan ihukum ibagi imasyarakat bahwa ipada 

dasarnya segala bentuk perbuatan dari Peme-

rintah harus sesuai dengan peraturan perun-

dang-undangan iyang berlaku. iApalagi secara 

konstitusional bahwa iIndonesia merupakan 

negara ihukum sebagaimana yang diatur 

dalam iPasal i1 Ayat i(3) iUUD i1946 yang 

mengatakan: IndonesiaFadalah negara hukum 

sehingga hukum imerupakan panglima terti-

nggi iyang mengatur isegala bentuk perbuatan 

warga negara. 

Dalam ihukum ipositif, iperlindungan 

hukum iterhadap ipemegang ihak iatas itanah 

berangkat idari ikonsep idasar iteori perlindu-

ngan iyang idiatur idalam iUUD 1946 yaitu 

teori iperlindungan ihukum imenurut Pembu-

kaan iUUD iNKRI iTahun i1945 ialinea ike-4 

menyatakan: ibahwa imelindungi isegenap 

bangsa idan iseluruh itumpah idarah Indo-

nesia. 

Berdasarkan ipernyataan itersebut idapat 

dikatakan ibahwaFyang imenjadi permasala-

han itanah isaat iiniFtidak ihanya masalah ba-

gaimana si imiskin imemperoleh tanah, namun 

yang menjadi masalah ialah bagaimana pemi-

lik itanah dapatFmempertahankan ihak milik-

nya i(hak atas itanah itersebut), ipada saat iini 

persoalan tanah itelah iberubah sifatnya, iyang 

terlibat dalam persoalanFtanah bukan ilagi 

pemilik tanah desaFmelawan buruh itani, 

tetapi antara ipemilik imodal besar imelawan 

pemilik itanah isetempat, baik yang iada 

didesa maupun dikota, dan anatarFPemerintah 

dan ipemilik itanah. Dalam kondisi iseperti itu 

kehadiran inegara wajib, apalagi imengingat 

teori ipelindungan yang terdapat idalam 

Pembukaan iUUD 1945. 

Perlindungan ihukum imenjadi ikebutu-

han ibagi imasyarakat, iagar isegala ibentuk 

hak iyang imelekat ipada imasyarakatFitu da-

pat idigunakan isecara ibaik, imeskipun pada 

sisi iyang ilain imasyarakat ijuga memiliki ke-

wajiban iyang iharus dilaksanakan ijuga. Kon-

sep iperlindungan hukum iterkait idengan pe-

ngadaan ihak iatas tanah itidakFhanya bagai-

manaFpemberian iganti ikerugian ibagi pihak 

yang iberhak iberjalan idengan ibaik. 

Namun ilebih ijauh idari ikonsep iperlin-

dunganFhukum iitu iharus iterlebih idahulu 

diawali ibukti ikepemilikan ihak ibagi iwarga 

negara iatas itanah iyang imerasa idihaki. De-

ngan demikian, pemerintah sebelum melaku-

kan ipengadaan ihak iatas itanah seharusnya 

memperjelas status itanah iterkait atas haknya, 

sehingga ipemberian iganti kerugian tidak 

dapat idipermainkan, termasuk ibagi warga 
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yang itidak imemiliki alas ihak iitu disamakan 

dengan iwarga yang sudah memiliki ialas ihak 

ketika ipengadaan tanah itu idilaksanakan, 

barangkali idengan perke-cualian dalam hal 

pemberian ganti kerugian-nya. 

Pada isisi iyang ilain, iberdasarkan 

ketentuan iPasal i28j iayat i(1) iUUD i1945 

menyatakan: iSetiap iorang iwajib menghor 

mati ihak iasasi imanusia iorang ilain dalam 

tertib ikehidupan imasyarakat, berbangsa idan 

bernegara. iNegara ipatut melindungi peme-

gang isertifikat ihak iatas tanah ikarena ada-

nya iitikad ibaik pemegangnyaidan adanya ke-

putusan inegara menerbitkan isertifikat seba-

gai ibukti ihak atas itanah iyang itidak patut 

dibatalkan negara itanpa ipemeberian ganti 

kerugian yang ilayak, iuntuk iitu iperlu adanya 

aturan hukum iadministrasi inegara dan 

pelaksanaannya iyang isah, ibenar idan tepat 

sehingga iperlindunganhukum ipatut diberi-

kan kepada ipemegangFsertifikat ihak atas 

tanah. iF 

Terwujudnya ikepastian ihukum idalam 

pendaftaran itanah itidak ilepas idari ifaktor 

kekurangan idalam isubstansi iaturan pertana-

han, idisharmonisasi iperaturan iyang ada. 

Secara inormatif ikepastian ihukum memerlu-

kan itersedianya iperangkat iaturan perun-

dang-undangan iyang isecara operasional 

mampu imendukung pelaksanaanya. 

Upaya ipemerintah iuntuk imemberikan 

suatu ibentuk ijaminan iakan iadanya kepas-

tian ihukum idan iperlindungan ihukum atas 

kepemilikan itanah ibagi iseseorang ialah de-

ngan idilakukannyaFsuatu ipendaftaran ihak 

atas itanah isebagaimana iyang idiatur idalam 

Pasal i19 iayat i1 iUUPA iyang imenentukan: 

Untuk imenjamin ikepastianFhukum ioleh Pe-

merintah idiadakan ipendaftaran itanah idi 

seluruh iwilayah iRepublik iIndonesia menu-

rut iketentuan-ketentuan iyang idiatur dengan 

Peraturan iPemerintah. 

Rumusan itersebut memberi ipemaha-

man ibahwa iPemerintah iyang iseharusnya 

lebih ipro iaktif idalam imewujudkan iadanya 

kepastian hukum bagi pemegang hak 

atasFtanah imelalui ikegiatan ipendaftaran hak 

atas itanah. iRumusan iPasal i19 iAyat i1 

UUPA iselanjutnya idi itindaklanjuti idan 

diatur ilebih irinci imelalui iPP iNo. i24 Tahun 

i1997 itentang iPendaftaran iTanah. 

Sebagai inegaraFhukum, iberkepenti-

ngan imengatur iperlindungan ihukum 

terhadap ipemegang ihak iatas itanah iyang 

berkepastian ihukum, ibermanfaat idan 

berkeadilan idengan icara imerespon 

kebutuhanFserta ikeinginan ipemegang ihak 
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atasFtanah idalam ikehidupan imasyarakat 

secara itransparan, itanpa itipu idaya, inti-

midasi iatau idiskriminasi, idimanaFsemua o-

rang iialahFsama idihadapan ihukum idan atas 

ipelindungan ihukum iyang isama itanpa 

diskriminasi iapapun. 

Perlindungan ihukum iyang idiberikan 

kepada iwarga inegara iterkait ipertanahan 

merupakan perlindungan ilegal iformal. Poli-

tik ihukum iUU iNo. i2 iTahun i2012 tentang 

Pengadaan iTanah ibagi Pembangunan iuntuk 

Kepentingan iUmum merupakan iarah kebija-

kan iyang idibuat oleh pembentuk undang-un-

dang dalam irangka menjembatani kebutuhan 

tanah iuntuk pembangunan kepentingan u-

mum, kepentingan iinverstor, dan perlindu-

ngan terhadap ihak-hak masyarakat pemegang 

hak atas itanah idan instansi iyang membu-

tuhkan tanah iguna menciptakanFkepastian 

huku, penghormatan terdahap ihak-hak ma-

syarakat, dan terselenggaranya pembangunan 

untuk kepentingan iumum berusaha diwujud-

kan dalam irumusan substansi penting iseperti 

definisi kepentingan iumum dan iganti 

kerugian. 

Adapun imengenai iGanti ikerugian atas 

dasar imusyawarah iini idilakukan idengan 

cara ipelepasan iatau ipenyerahan ihak iatas 

tanah isedangkan idefinisi ipelepasan ihak 

adalah ikegiatan imelepaskan ihubungan hu-

kum iantara ipemegang ihak iatas itanah de-

ngan itanah iyang idikuasainya, idengan mem-

berikan iganti ikerugian iatas idasar musya-

warah i(Peraturan iKepala iBPN iNo i3 Tahun 

2007). 

Dari iapa iyangFdikemukakan idi iatas 

bahwa ikepentinganFumum ibertujuanFuntuk 

memberikanFkesejahteraan iyang ilebih ipada 

masyarakat ibanyak idan itidak ibermaksud 

untuk iorientasi ikeuntunganFekonomis bela-

ka. Dengan ikata ilain kepentinganFumum se-

cara ilebih iluas adalahFkepentingan bangsa 

dan iNegara yang itermasuk idi idalamnya 

kepentingan pribadi imaupun igolongan. Se-

lanjutnya dalam iPasal i3 iUU inomor i2 Ta-

hun i2012 menyatakan ibahwa itujuan idari 

pengadaan/pembebasan itanah iuntuk kepen-

tingan iumum iadalah iuntuk menyediakan ta-

nah ibagi ipelaksanaan pembangunan iguna 

meningkatkan kesejahteraan idan kemakmu-

ran ibangsa, negara, idan masyarakat dengan 

tetap menjamin ikepentingan ihukum pihak 

yang berhak.  

V. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil peneltian di atas dapat 

dibuatkan kesimpulannya sebagai berikut: 

1. Alasan hukum pengadaan tanah bagi pem-

bangunan iuntuk ikepentinganFumum ada-
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lah ipembangunan guna imewujudkan 

masyarakat iyang iadil, imakmur, idan 

sejahtera iberdasarkan iPancasila idan Un-

dang-Undang iDasar iNegara iRepublik 

Indonesia iTahun i1945 iyang ilebih i me-

ngedepankan prinsip kemanusiaan, demo-

kratis, iadil, imanfaat idan ikepastian 

hukum. 

2. Dalam irangka iPengadaan iHak iAtas 

Tanah iUntuk iKepentingan iUmum keha-

diran iUndang-undang ino. i2 iTahun 2012 

memang imemiliki ikekuatan ihukum yang 

mengikat. iNamun isecara pelaksanaannya 

masih terdapat kelemahan kelemahan yaitu 

terlalu luasnya iarti kepentingan umum, 

bentuk dan idasar perhitungan ganti 

kerugian ikepada pemilikFhak iatas tanah, 

dan imekanisme PengadaanFTanah yang 

dilakukan oleh Pemerintah, dregulasi yang 

mengatur perlindungan ihukum terhadap 

hak atasFtanah idalam pengadaan itanah 

untuk kepentingan umum ibelum menjamin 

pemegang ihak atasFtanah memperoleh ke-

hidupan iyang lebih baikFdibandingkan se-

belumnya. Hal itu disebabkan ikarena da-

sarFperhitungan gantiFrugi ihanya mem-

perhitungkan kerugian iyang ibersifat fisik 

saja iyaitu: tanah, ibangunan idan tanaman 

yang beradaFdiatasnya. Kerugian non ifisik 

yang terkaitFdenganFsosiologis, psikologis 

yangFdialami ipemilikFhak atas itanah 

tidakFdiperhitungkan dan diaturFdalam 

peraturanFperundang-undangan 
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